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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

 

TENTANG  

 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BARITO UTARA, 

 

Menimbang : a.  bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

   b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 28 

ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 29 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan, Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang 

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam 

rangka penanggulangan Corona Viruse Diseases 2019 (COVID-

19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 

Viruse Diseases 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

dilakukan penyesuaian; 

   c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;   
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun   2004   tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak  

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020.   

    

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan :  

a.  Pendapatan Asli Daerah  Rp.        121.270.613.000,00 

b.  Dana Perimbangan Rp.     887.223.747.000,00 

c.   Lain-lain pendapatan yang sah Rp.    196.223.443.760,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.204.717.803.760,00 

2. Belanja : 

a.  Belanja Tidak Langsung : 

1) Belanja Pegawai Rp.     498.211.495.038,00 

2) Belanja Bunga Rp.    0,00 

3) Belanja Subsidi Rp 0,00 

4) Belanja Hibah Rp 25.958.900.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 6.018.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 3.358.644.695,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp  167.205.445.900,00 

8) Belanja Tidak Terduga  Rp  1.000.000.000,00 

              Rp.     701.752.485.633,00 

b.  Belanja Langsung : 

1) Belanja Pegawai Rp.     88.801.554.099,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.    243.167.394.065,00 

3) Belanja Modal Rp 250.383.122.828,00 

     Rp.    582.352.070.992,00 

 Jumlah Belanja Rp. 1.284.104.556.625,00 

 Surplus/ (Defisit) (Rp.     79.386.752.865,00) 

3. Pembiayaan :  

a.  Penerimaan   Rp.     191.233.827.480,00 

b.  Pengeluaran Rp.     0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     191.233.827.480,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp   111.847.074.615,00 

 

2. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II dan  Lampiran III diubah, sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

 

 

 

 




